
 
 
 

 
 

 
BUPATI LABUHANBATU SELATAN  

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020   

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017            
Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 459); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun     
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D 
Nomor 04). 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

dan 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 

SELATAN TAHUN 2021-2026.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah 
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026. 
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan pembangunan Daerah. 
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

BAB II 

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

RPJMD merupakan: 

a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, kebijakan umum, program prioritas, arah kebijakan, pembangunan 

Daerah dan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 
2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

b. Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi 

seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan 
pembangunan Daerah yang berkesinambungan. 

Pasal 3 

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat 
Daerah dan perencanaan penganggaran. 



Pasal 4 

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang 
sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah 

dan Kabupaten/Kota sekitar yang berbatasan. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 5 

(1)  Sistematika RPJMD sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN; 
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; 
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; 

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH; 

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH; 
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; 

BAB IX PENUTUP. 

(2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 6 

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan 
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJMD. 

(2)  Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang 

pelaksanaan RPJMD. 

(3)  Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu 
tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah. 

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila 
pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau 
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati 

dapat mengubah RPJMD. 

BAB V 

PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 8 

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan 

apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak 

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan 
Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 



c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, 
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau 

d. bertentangan dengan kepentingan nasional. 

Pasal 9 

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. 

Ditetapkan di Kotapinang 
pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

ttd 

H. EDIMIN 

Diundangkan di Kotapinang 
pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

ttd 

HERI WAHYUDI M 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 
NOMOR 4 SERI D NOMOR 04 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN      
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN           
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN        

TAHUN 2021-2026: (7-233/2021) 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

 Y. ARIFIN, SH, MH 

NIP.19810112 201101 1003 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021–2026 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan 
yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, 
antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 
mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat 
perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, 
maka perencanaan pembangunan di Daerah disusun dalam tahapan-tahapan 

baik yang jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pada pasal 5 Ayat (2) dan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 
penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat Daerah 

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif. RPJMD tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang 

dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi kedalam tujuan, sasaran, strategi 
dan program prioritas yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada 
tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis 
dan berkesinambungan. 

Dokumen RPJMD menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan 
daerah dan program perangkat daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan 

yang bersifat indikatif. Dalam RPJMD juga dilengkapi dengan indikator beserta 
target untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. 

Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun 
Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, penyusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dan menjadi rujukan bagi 

semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan. RPJMD juga menjadi alat evaluasi pembangunan sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih 
transparansi dan akuntabel. 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 



Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 


